BAB IV
ANALISISSTATUS PENISBATAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
MENURUT MASYARAKAT HADIPOLO DITINJAU DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum
Islam

Masyarakat Islam Indonesia dapat disebut sebagayarekat yang
memiliki keunikan dalam aspek hukum. Keunikan teusdidak lain karena
adanya dua hukum yang menaungi kehidupan masyarBkda satu sisi,
sebagai konsekuensi dari status ke-Islam-an, masytadihadapkan pada
produk hukum Islam asli yang bersumber pada surhb&um Islam (al-
Qur'an dan al-Hadits); sedangkan di sisi lain —-agelb konsekuensi dari status
kewarganegaraan Indonesia — masyarakat dihadapkda produk hukum
pemerintah Indonesia.

Salah satu fenomena sumber hukum di kalangan staat Indonesia
adalah kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yangraopakan "produk
hukum” dari para ulama Indonesia melalui peranaseeimerintah di samping
adanya hukum tertulis dalam al-Qur’an dan al-Hadtsski dianggap sebagai
figih Indonesia, keberadaan KHI tidak jarang memmdan timbulnya
perbedaan hingga kontradiksi hukum dengan ketendadaom hukum dasar
Islam. Salah satu hal yang dapat dijadikan contlhnd masalah perbedaan

hukum adalah masalah perkawinan sirri. Terkait dengerbedaan hukum
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serta berhubungan dengan penelitian yang penkisahakan, maka berikut

ini akan penulis sajikan analisa hukum Islam térangan status anak hasil

kawin sirri yang dalam konteks ini meliputi hukurasdr Islam dan Kompilasi

Hukum Islam.

1. Analisis Hukum Dasar Islam terhadap Status AnakliPaskawinan Sirri

Secara istilah umum, perkawinan sirri disebut jud@ngan
perkawinan yang diadakan di bawah tangan, maksudagalah
perkawinan tersebut dilakukan tanpa berpedoman kemgtuan hukum
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. $&dardalam konteks
hukum Islam tidak ada istilah perkawinan sirri. @@sarnya, penisbatan
perkawinan pada istilah perkawinan sirri salah rsgu dikarenakan
adanya perkawinan yang tidak melibatkan elemendamaan, dalam hal
ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Pada sebagian umat Islam, perkawinan sirri tidedng dilakukan.

Hal ini tidak lain karena keabsahan status perkawigialam Islam hanya
terpusat pada terpenuhinya rukun dan syarat yanggiiéi rukun
tersebut. Jadi selama perkawinan tersebut memenuhi rukunsgarat
dalam hukum Islam, meskipun tidak didaftarkan seckgal dalam
catatan sipil kenegaraan tetap dianggap sah, ladgkndtata cara maupun
status hukumnya. Jadi secara dasar hukum, perkawsnai yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo Kecamat&nld Kabupaten

Kudus memiliki status sah dalam konteks hukum Islam

! Secara lebih jelas terkait dengan rukun dan sytalam perkawinan Islam dapat dilihat
dalam Bab Il skripsi ini.
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Perkawinan sirri yang dilakukan seringkali adala¢érkpwinan
yang kedua atau setelah adanya perkawinan yangeathrut perundang-
undangan tidak menjadi masalah dalam menguatkanssiegal formal
dalam hukum Islam. Hal ini dapat terjadi karenaanaperkawinan lebih
dari satu orang — dalam hukum Islam — hanya meats@ar tentang
jumlah, perizinan istri sebelumnya, adil, dan ber&mpuan ekonomi
untuk mencukupi para istri dan anak-anaknya. Bartas penelusuran
penulis di lapangan, pihak suami yang berpoligael@rea ini mampu
memenuhi kriteria dari syarat poligami. Dengan deam status hukum
dari perkawinan sirri adalah sah menurut hukunmisla

Akibat dari keabsahan status perkawinan sirri daleonteks
hukum dasar Islam, maka anak yang terlahir dafkgvenan sirri juga
memiliki status hukum yang sah sebagai anak-anakhdail perkawinan.
Jadi secara hukum dasar dari status anak hasibyerkn sirri dalam
hukum Islam, anak-anak hasil perkawinan sirri mesly@t Desa Hadipolo
adalah sah sebagai anak dari ayah dan ibu yandinkalanya.

Dengan demikian, adanya status keabsahan terhaatkpwpnan
sirri secara otomatis juga memberikan status spladae anak-anak hasil
perkawinan sirri. Legalitas status anak secaraktitEngsung juga
menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasabh seh kepada
ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atahdiaklia sebagai anak

seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagai
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2. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap StatWnak Hasil
Perkawinan Sirri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga dikenal dengsebutan
figih Indonesia — meskipun sama-sama memakai histislam” — sedikit
berbeda dalam memandang status perkawinan sirgagdehukum dasar
Islam. Jika dalam hukum dasar Islam menjelaskatangnkeabsahan
perkawinan sirri berikut akibat-akibat yang dihksi oleh perkawinan
sirri, maka dalam KHI tidak sepenuhnya mengesalgerkawinan sirri
namun juga tidak menolak sepenuhnya.

Pengertian dari tidak menolak sepenuhnya dapahadildalam
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 KHI yang jeteskan
bahwasanya sahnya perkawinan apabila dilaksanakanais dengan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undlamang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bpbrkawinan sah
apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepearcayesyarakat.
Dengan demikian, perkawinan sirri yang dilakukardbsarkan ketentuan
ajaran agama Islam dianggap sah oleh KHI secazaaanya.

Sedangkan maksud bahwa KHI tidak tidak sepenuhnya
mengesahkan perkawinan sirri dapat terlihat dalagterkuan yang
termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) berikut ini:

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasaga®ai

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum
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Berdasarkan peraturan dalam dua pasal dalam Kldtadi, maka
jelaslah apa yang dimaksud dengan KHI tidak menskgenuhnya dan
tidak mengesahkan sepenuhnya. Maksudnya tidak bghwasanya
perkawinan sirri hanya dianggap sah secara tatapmiaksanaannya saja
karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedamigtam lingkup
legalitas serta kekuatan hukum kenegaraan, KHI ameygap bahwa
perkawinan sirri tidak memiliki kekuatan hukum kaeie tidak
dilaksanakan di depan dan tidak dicatat oleh Peg&eacatat Nikah
(PPN).

Meskipun memiliki keabsahan dalam tata laksanamengan
ketiadaan kekuatan hukum maka akibat-akibat yarwasidlkan dari
perkawinan sirri juga tidak memiliki kekuatan hukumermasuk di
dalamnya status anak yang dihasilkan dari perkawsiai yang juga
tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak adangkdatan hukum dari
perkawinan yang merupakan cikal bakal dari kel@hismak tersebut.
Bahkan secara lebih tegas, anak yang dihasilkainpaakawinan yang
tidak sah, dalam KHI, disebut juga sebagai analgyatak sah. Hal ini
seperti yang telah diatur dalam Pasal 99 yang meksga bahwa anak sah
adalah anak yang dihasilkan dalam dan atau akdratpérkawinan yang
sah. Dengan demikian, tidak adanya kekuatan hukaland perkawinan
sirri, menurut KHI, berakibat pada tidak sahnyakahasil perkawinan

sirri tersebut.
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Jadi dapat dijelaskan bahwasanya meskipun sedartakaananya
perkawinan sirri mendapat pengakuan sah dari Khhuma anak yang
dihasilkan dalam perkawinan sirri tidak mendapatkagalitas karena
tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketiadekuatan
hukum dalam perkawinan sirri. Status tidak sah a#ap anak hasil
perkawinan sirri secara otomatis berakibat padaktiddanya hak bagi
anak untuk memperoleh garis nasab dari ayahnyankatahanya berhak
atas garis nasab dari ibu yang melahirkannya. Derganikian dapat
disimpulkan bahwa anak hasil perkawinan sirri mesya Desa Hadipolo
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menurut KHI ad@ahasuk anak
yang tidak sah karena dihasilkan dari perkawinamgyadak memiliki
kekuatan hukum sehingga tidak berhak mendapatkas gsab dari ayah
melainkan hanya berhak mendapat garis nasab dari ybng
melahirkannya.

Terlepas dari fenomena status anak perkawinan gerbedaan antara
hukum Islam dasar dengan KHI dapat dicari solusiryianurut penulis,
solusi tersebut dapat ditelaah dalam lingkup stiataum dan ketaatan dalam
konteks hukum Islam. Terkait dengan strata ketaatsktum dalam Islam

dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisa’ 858 berikut ini®
st 3 00 258 N1 yls 02l sably 15T 1T 2 el

Sglh etls i U 31 eyl S 2By Jon ) 4583

2 Al-Qur'an dan Terjemahnyalakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Realafs
Qur'an, 1971 hal. 128



67

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah daatitah rasul(Nya) dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berém pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quraan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepatlah Adan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)h dabih baik
akibatnya.

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada igkdtan ketaatan
hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

a. Ketaatan kepada Allah
b. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
c. Ketaatan kepadalil amri (pemerintahan)

Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam heenaatulil amri
sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksuidulibamri adalah suatu
pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan arhasi@h umat manusia.
Salah satu bentuk ketaatan kepadih amri adalah dengan mematuhi dan
menjalankan produk hukum yang ditetapkan olgh amri selama tidak

bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa la&matsh bagi umat

manusia.

. Analisis Status Penisbatan Anak Hasil Perkawinan Sirri dalam
Per spektif Hukum Islam

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukuam Istemiliki arti
yang sangat penting, karena dengan penetapan itdégdat diketahui
hubungan mahramnésal) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada
hakikatnya setiap anak yang lahir berasal darirspeseorang laki-laki dan

sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Ist@mberikan ketentuan
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lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubumgeab dengan
ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.alketoya anak yang lahir di
luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dergek yang sah, biasa
disebut dengan anak zina atau anak di luar perlaawyang sah dan ia hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan damikembicarakan
asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sa

Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dagas berkenaan
dengan anak yang sah, namun berangkat dari dediyastayat al-Qur'an dan
Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sahhadalak yang lahir oleh
sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Jika ds@galalam pandangan
fikih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahH@hwa anak sah
dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahdnteter (ovum) oleh
sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu kdarsepsi ini haruslah
terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari siniladnetapan anak sah
tersebut dilakukan.

Selain berdasarkan pada perhitungan sejak masuayduahan sel
telur oleh sperma, penyematan status anak jugat dépgung berdasarkan
lama waktu anak di dalam kandungan ibu yang mengagd/a. Hal ini
seperti dijelaskan dalam dua firman Allah SWT yasmiat al-Ahgaf ayat 15

dan surat Lukman ayat 14 sebagai berikut:

(15 :06-31 T3 55506 s Al

¥ Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjdakarta: Rajawali Pers, 1998, him. 224.
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Artinya: Mengandung dan menyapihnya itu selama tigauh bulan
(QS. al-Ahgaf: 15}.

Selanjutnya di dalam surah Lugman: 14, Allah SW&rfibman:

z

A (3 Alasy A o Uhg 40T &% 30l DLy g3
A4 100zl 5nd £l sl J K30 of

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia teapadua orang
ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalamaesad
lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam du
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua atang
bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu (QS. Lugman:

14)°

Berdasarkai dua firman di atas, maka dapat diketahlonwasanya
anak yang sah adalah anak yang berada dalam kadimgnya selama 30
bulan — 24 bulan = 6 bulan setelah adanya perkamyaag sah. Jadi apabila
anak tidak berada dalam kandungan atau berada daadungan namun
kurang dari lama waktu enam bulan dapat disebuagslanak yang tidak
sah.

Kembali kepada masalah dalam penelitian ini — na@isglenisbatan

anak hasil perkawinan sirri kepada istri yang dikesecara sah — penulis

akan memaparkan hal-hal yang penting dalam perafasal ini sebagai

berikut;

“Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Quriamgit., him.824.
*Ibid., him. 654.
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Status | Statuslbu | Dinisbatkan Status Anak
Ayah Kandung kepada
Ayah lbu yang| Istri yang| Sebagai anak kandung
yang sah dikawin sirri | dikawin dari ayah yang sah dari
dari oleh ayah secara sahsi anak dengan istfi
ANAK | anak yang sah dari menurut yang dikawin oleh ayah
anak hukum positif| secara sah berdasarkan
oleh ayah sahhukum positif
dari anak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasamak yang
dinisbatkan kepada istri yang dikawin secara sasimmaerupakan anak yang
sah dari suami dari istri tersebut yang juga ayahdkng dari anak yang
dinisbatkan. Status anak yang dinisbatkan tersebatu akan sangat
membingungkan. Status anak yang dinidbatkan tersetak dapat disebut
dengan anak kandung karena tidak diperoleh selbagdiperkawinan antara
ayah dan ibu yang dinisbatinya. Hal ini sepertaletlijelaskan hukum Islam
dalam konteks hakekat anak kandung dan hakekaldaibdung. Seperti telah
dijelaskan di atas, hakekat anak kandung adalak gaag berada dalam
kandungan ibu selama minimal enam bulan dari paraw Pada kasus di
Hadipolo, anak yang dinisbatkan tidak dikandundhabal yang dinisbatinya.
Begitu pula dalam konteks ibu kandung yang memikkti ibu yang
melahirkan anak dari kandungannya sendiri. Denganildan, jelas bahwa
anak hasil perkawinan sirri di Desa Hadipolo — dakonteks hukum Islam —

tidak dapat disebut sebagai anak kandung karemenbengan dengan hakekat

anak kandung dan ibu kandung.
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Begitu pula ditinjau dalam konteks anak asuh maugo@k pungut
dalam hukum Islam. Anak asuh dan memungut anaklbpghkan dalam
hukum Islam dengan syarat-syarat yang telah dikantuMengangkat anak
asuh diperbolehkan dengan syarat utama bukan amekedabat keluarga dan
tidak mendapat hak sebagaimana anak kandung (hakbpéan hingga hak
waris). Dalam mengangakat anak sebagai anak assbatnanak masih
dinisbatkan pada orang tua yang melahirkan anaelet. Sehingga dalam
hal waris, anak asuh tidak berhak mendapatkan mafglamun demikian,
anak asuh berhak menerima bagian harta dari otengsuhnya melalui jalur
wasiat® Sedangkan mengambil anak pungut lebih didasarkaia peadaan
anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanyek#mdaan anak tersebut
mengkhawatirkan. Sama halnya dengan anak asuh, mmagut juga tidak
memiliki hak nisbat kepada orang tua yang memungutserta tidak
memperoleh hak waris melainkan hanya dapat menehamt orang tua
pungutnya melalui jalur wasiat.

Berdasarkan penjelasan mengenai anak asuh danpangkt, maka
status anak hasil perkawinan sirri yang dinisbatégada isteri yang dikawin
secara sah tidak termasuk di dalamnya. Disebuk tidemasuk anak asuh
karena anak yang dinisbatkan tersebut masih meangedrabat dari ibu yang
dinisbatinya. Bahkan kekerabatan tersebut sangedtdearena anak yang
dinisbatkan masih dari benih yang sama, yakni darami ibu yang

melahirkan sekaligus menjadi suami dari ibu yangistatinya. Dengan

® Mengenai anak asuh dan anak pungut dapat dikiuara jelas dalafroblematika
Hukum Islam Kontemporer éditor: Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz A.A.Zakarta: LSIK,
2002, him. 158-160.
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demikian anak hasil perkawinan sirri yang dinishatikkepada isteri yang
dikawin secara sah oleh ayah si anak tidak dagatbdi dengan anak asuh
karena masih memiliki hubungan kerabat dengan d@ngydinisbatinya dan
bahkan masih anak kandung dari ayah yang juga sukamiibu yang
dinisbatinya.

Sedangkan tidak dapat disebut sebagai anak puglgstkarena status
orang tuanya yang masih jelas keberadaannya. Kafadipaksakan menjadi
anak pungut, maka secara tidak langsung hal tersedngindikasikan bahwa
orang tua dari si anak (ayah dan ibu kandungnydgakti diketahui
keberadaannya. Hal ini tentu bertentangan sendmgan penisbatan yang
dilakukan oleh masyarakat Desa hadipolo karenardg@enisbatan tersebut
ayah pungut dari si anak tidak lain adalah ayaldiagnya sendiri. Dengan
demikian, status anak hasil perkawinan sirri yamgstatkan kepada isteri
yang dikawin secara sah oleh ayah kandung si aiak tdapat disebut
sebagai proses pemungutan anak.

Masih ada satu lagi status anak yang mungkin dapabjadi
perbandingan dengan keadaan yang terjadi di Deskpdla, yakni status
anak angkat. Meskipun dalam hukum Islam prosesdiiarang, penulis akan
mencoba untuk menjadikannya sebagai bahan perlyarditerhadap status
anak hasil perkawinan sirri yang dinisbatkan kepati&i yang sah dari ayah
kandung si anak. Pada dasarnya, Islam melarangapsnign anak angkat

karena dalam proses anak angkat, hubungan nasghmderang tua si anak
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harus terputus dan digantikan dengan nasab orangang mengangkatnya.
Dalam prakteknya, penisbatan anak hasil perkawsnaindi Desa Hadipolo
juga tidak dapat disebut dengan proses anak arigkanha tidak adanya
keterputusan hubungan nasab anak angkat dengamntaearya. Memang dari
garis ibu telah terputus dengan adanya penisbat@ada ibu yang baru
namun dari garis ayah belum terputus karena aygkaamlari anak tersebut
tidak lain adalah ayah kandung si anak.

Selain keempat status di atas, status anak haghwman sirri yang
dinisbatkan pada isteri yang dikawin secara sahunsérhukum positif dari
ayah kandung si anak juga tidak dapat disebut sebagk zina maupun anak
l’'an. Pengertian dari anak zina adalah anak yang di&hniibunya dari
hubungan yang tidak sah. Sedangkan pengertian|garaladalah anak yang
secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknydalsesgami istri saling
méi'an dengan sifat tuduhan yang jefagidak dapat disebut sebagai anak
zina karena status perkawinan sirri dalam hukuramshdalah sah karena
memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukiamisSedangkan tidak
dapat disebut sebagai an&n karena kedua orang tua kandung dari si anak
masih akur dan tidak berpisah karena pertengkaiaataadanya tuduhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikelbawa status
penisbatan anak hasil perkawinan sirri kepadai iggerg dikawin secara sah

menurut hukum positif oleh ayah kandung si anakgyadilakukan oleh

" Terkait dengan anak asuh, dapat dilihat dalam AhAsdSyarbashiyas’alunaka:
Tanya Jawab Lengkap tentang Kehiduptamj. Ahmad Supandi, Jakarta: Lentera, 1997, 2ili®x
280; “Problematika Hukum Islam KontemporerlB¢. cit

8Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah ddibat Hukumny4, dalam
“Problematika Hnkum Islam Komtemporer IBid.
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masyarakat Desa Hadipolo tidak memiliki kejelassatus dalam konteks
hukum Islam. Bahkan secara substansial hukum, prpeeisbatan tersebut
cenderung melanggar ketentuan hukum Islam, khuausmgngenai hakekat
perkawinan dalam hukum Islam. Disebut melanggaerna@ardengan adanya
penisbatan tersebut secara tidak langsung telahgingkari keabsahan
perkawinan menurut hukum Islam karena perkawinan dalam hukum
Islam adalah sah. Keberadaan ibu kandung — yarmmd&bnteks hukum
Islam adalah sah — digantikan oleh isteri ayah reikkayang bukan ibu
kandungnya. Hal ini tentu akan menimbulkan keterpamh nasab anak dengan
orang tua kandungnya (nasab kepada keluarga ayapumanasab kepada
keluarga ibu). Bahkan proses penisbatan anak yajaglt di Desa Hadipolo,
menurut penulis, malah cenderung mengaburkan statls hasil perkawinan
yang sah menurut hukum Islam. Akibat dari penisbatsisebut, anak yang
seharusnya sudah memiliki status yang sah sebagkil@ndung yang juga
mempunyai hak nasab dan hak atas akibat dari agemgsaban kepada ayah
kandungnya menjadi tidak jelas statusnya karenayadperpindahan statrus
ibu; dari ibu kandung kepada ibu yang merupakariigang dikawin ayah si
anak secara sah menurut hukum positif. Hal ini sgm@empertegas bahwa
kaburnya status anak akibat adanya penisbatanaséidak langsung juga
"mengubur” keberadaan ibu kandung dari si anak ys@lgenarnya masih
menjadi isteri yang sah menurut hukum Islam daiysh dan berhak atas

status ibu kandung dari si anak.
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Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya penaistatak hasil
perkawinan sirri kepada isteri yang dikawin secaia menurut hukum positif
ayah si anak dalam konteks hukum Islam telah metrgiatus anak menjadi
kabur dan dan tidak jelas. Selain itu, adanya peiés secara tidak langsung
juga "'mengubur” keberadaan ibu kandung dari si af@aig sebenarnya masih
menjadi isteri yang sah menurut hukum Islam daiysh dan berhak atas

status ibu kandung dari si anak.

. Solusi atas Permasalahan Penisbatan Anak Hasil Perkawinan Sirri di
Desa Hadipolo K ecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Apabila dikaji dalam konteks kemaslahatan, dengdanya status
bukan sebagai anak zina atau anak di luar perkawdaa bahkan cenderung
kepada status sah akibat perkawinan sirri tidakebhtangan dengan hukum
Islam dasar, akan membuat umat Islam lebih memiktakukan perkawinan
sirri daripada perkawinan yang sah menurut hukumsitipoPadahal dalam
konteks hukum KHI, perkawinan sirri merupakan usatgsmghindari diri dari
sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawiganrat Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelittbserta lama
pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara rsegdng tidak
bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu husarra seperti itu dikenal
dengan istilah "Penyelundupan Hukum®, yaitu suaita anenghindari diri
dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undem;ng dan peraturan

yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkuapat dnenghindarkan
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suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau kumbewujudkan suatu
akibat hukum yang dikehendaki.

Terlebih lagi dengan adanya penisbatan pada KHIkamakan
membuat umat Islam berfikir ulang untuk melakukarkpwinan sirri karena
adanya asumsi anak yang dihasilkan adalah anakadiplerkawinan. Solusi
terbaik dari fenomena yang terjadi di masyarakataDidadipolo Kecamatan
Jekulo Kabupaten Kudus adalah dengan niehgtkan perkawinan sirri
mereka pada Pengadilan Agama. Hal ini seperti wiatiur dalam KHI Pasal
7 ayat (3) sebagai berikut:

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agamaatasb

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian pésicera

(b) Hilangnya Akta Nikah.

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah sarat

perkawinan.
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunyalddg-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan,

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidaknmeyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomoriuit
1974.

Dengan adanya upaya itsbat tersebut tentu sandmragkan
terjadinya perubahan terhadap status perkawinan rsenjadi sah yang
sekaligus juga akan mengubah statu keabsahan @eagan demikian suami

istri yang sah tidak perlu lagi mengambil alih arsil perkawinan kedua

dari suami. Sehingga kesatuan ibu dan anak tetjagae

®Moh. Idris Ramulyo,Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Und&mgang
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Is]alakarta: Bumi Aksara, 2002, him. 240.



